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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

an di Bab | dan Bab Il

Berdasarkan penelitian yang'sudah dilakukan, maka saran yang dapat di

berikan yaitu:
1. Perguruan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi ulang kerja sama dengan
penyelenggara LPBBTI, jika di temukan ketidaksesuaian dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka kerja sama tersebut perlu
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dipertimbangkan kembali apakah akan dilanjutkan dengan melakukan beberapa
perubahan terhadap dokumen kerja sama atau mengehentikan hubungan kerja
sama.

. Mahasiswa sebelum mengajukan pinjaman dana biaya pendidikan, ada baiknya

memperhatikan kembali pe ang-undangan yang berlaku, sesuai

atau tidaknya pla
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